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KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 169 TAHUN 2023 
TENTANG 

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH 

DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemberian 
cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, 
perlu menunjuk pejabat yang diberikan wewenang 
untuk menetapkan pemberian cuti bagi Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak tentang Pendelegasian Wewenang 
Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6264); 

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 
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2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 15); 

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 

2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 406); 

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan 

dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan 

Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 536); 

MEMUTUSKAN: 

rvIenetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN 

CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN 

KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. 

KESATU : Memberikan delegasi wewenang kepada Pegawai Negeri 

Sipil yang menduduki jabatan Kepala Biro Sumber Daya 

Manusia dan Umum untuk memberikan/mengubah/ 

menangguhkan/nenolak permintaan cuti Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berada di 

lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, sepanjang menyangkut: 

a. cuti tahunan; 
b. cuti sakit; 

c. cuti melahirkan; dan 

d. cuti pelaksanaan ibadah haji. 
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KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

KETIGA : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada pejabat yang 
berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 11 Agus tus 2023 

MENTER! PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, 

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 'y 
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